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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NoMoR : I 3 /HK.O3.O I -Kpt/ 3326 /KPU -Kab / rtl / 2OI8

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

DALAM PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DI KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPATEN PEKALONGAN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rargka melaksanakan ketentuan Pasal 6

ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan selagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2Ol9 di

Kabupaten Pekalongan.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol5 Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol5 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (l-embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor lO Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(l.embararr Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

130, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6lO9);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

\



Komisi Pemilihan Umum Nomor O5 Tahun 2008 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum hovinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2OO8 dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun

2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan organisasi dan Tata Ke{a Sekretariat

Jenderal Komisi Pemithan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimala telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22 Talrun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemifihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012,

Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemithan Umum Nomor 17 Tahun 2015

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 1911);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahturr 2Ol7

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2O19 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi PemiLihan Umum Nomor



Memerhatikan:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 137);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraaa

Pemilihan Umum;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pekalongan Nomor ll /BA/3326|KPU-
Kab/Ill/20l8 tanggal 5 Maret 2018 tentang Pembentukan

Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2Ol9 di Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSI(AN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEI.IYELANGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2OI9 DI KABUPATEN

PEKAI.ONGAN.

Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten

Pekalongan sebagaimana tercantum dalam t ampiran I yang

merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

1n1.

Menetapkan Thgas, Wewenang dan Kewajiban Panitia

Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

sebagaimana tercantum dalam t^ampiran II yang merupakan

bagtan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SE KOMISI PEMILIHAN UMUM

N PEKALONGAN
b Bagian Hukum

IDIN

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini
dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pekalongan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 8 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

MUDASIR

ftd



I-AMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMIS] PEMIU}IAN UMUM

KABUPATEN PEKAI,ONGAN

NoMoR : 13/HK.03.o1-Kpt/3326 IKPV-Kab I rtv 2018

TANGGAL: 8 MARET 2018

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN

PEMIUHAN UMUM TAHUN 2019 DI

KABUPATEN PEKAT.ONGAN

NAMA ANGGOTA PANTflA PEMIUHAN KECAMATAN

DALAM PENYELENC'GARAAN PEMLIHAN UMUM TAIIUN 2019

DI KABIJPATEN PDKAI,ONGAN

NO
PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN
N"AMA TEMPAT, TANGCAL LAHIR AI.AMAT

t 2 3 5

1 KANDANGSERANG EKO PRAYITNO PEKALONGAN 26lOAl r9a3 DS. LAMBUR

2 E"TI MINDRIYAH PEKALONGAN 6 /o7 I 1e76 DS- I<A].1DANGSERANG

3 MAFTUHIN PEKALONGAIi 02 / 10/ r9A9 DS. KANDANGSERANG

2 PANINGGARAN I MASLIKHAH PEKALONGAl\I 2Ol tol r99s DS. WERDI

2 NURUL IBADI PEXALONGA],I 01/ 10/ 1984 DS. PANINGGAR{N

3 YASIR AMA]"I PETALONGAN 26 /1_O/ ]9Aa

3 LEBAKBARANG 1 SUMEDI PEKALONGAN 19/12/1941 DS. SIDOMULYO

2 TRI SETYA}IINGRUM PEKALONGAN 07lo7 I rgao DS. LEBAKBARANG

WINARSIH PEKALONGAN 04 /o7 I 1970 DS. PAMUTUH

4 PSTUNGKRIYONO 1 ERNAWATI BAI-JARNEGARA 07 /o4 /l9a3 DS, TLOGOPAKIS

2 MAHMUDIN PEKAI,ONGAN oalo9 lr99r DS. TLOGOPAKIS

SLAME"T URIP S PEKALONGAN 1.6103 /r9a2 DS. TLOGOPAKIS

TAIUN 1 BAGUS Dwl MUMONO GROBOGAN B 112/ r9a2 DS. KALIRE.JO

KHAERUDIN PEKALONGAN 09 /06/ I96a DS. TALUN

3 NUR BUDI UTOMO, S.Kom PEXALONGAN t7 lo7 I 1943 DS. KROMPENG

6 DORO 1 DYAH YULIANTI PEKAI'NGAN 25107 /r9a2 DS LARIKAN

MOH I(}IUSNIN PEKAI,ON(.iAN oa/01/196s DS. KUTOSARI

3 UMBAR ANGGORO SLEMAN L2l@ / 1972 DS. ROGOSELO

7 KARANGANYAR AWALUD1N PAI-EMBANG 24/Ot/ 19At DS. PODODADI

2 EKO KUMAED1 PEI{ALONGA,',{ 161O5l 1944 DS. LOLONG

3 KHUSAINl SE PEKALONGAN 2O11211979 DS. KUTOSARI

a. KA.'EN I DULWAHAB, S.Pd.I PEKALONGA}.I 21loalDa2 KEL- KAIEN

2 EDY WALUYO PEKALONGAN 18/O5l 1963 DS. GANDARUM

3 KUSMIYATI PEXATONGAN 2Oltll l97O DS. I{YAMOK

1.

DS. PANINGGARAN

3.

3.

2.

2.

1.



NO
PANITIA PEMII-IHAN

KECAMATAN
N,&MA TEMPAT, TANGCAL LAHIR ALAMAT

I 2 a 5

9 I\ESESI M HOLIL HAMBALT PEKALONGAN 19 /rolr9a4 DS. UJUNGNEGORO

2 SI,'TRISNO PEKALONGAN 12lo2/r97o DS. KWASEN

TOTO SUHARNO PEKALONGAN 06/03/ r98O DS. PODOSARI

10. SRAGI I ADHI NUR SETO PEKALONGAN 31/O1/ 1991 KEL SRAGI

JAENI PEIiALONGAN @lo3/r9a6 DS. SIJERUK

3 WAHYU SRI LESTARI, S.PSi PEI(AIONGAN 2aloa/ r971 DS. TEGALSURUH

lt. BGJONG I RIYATNO PEKALONGAN 221 t2/ r9Br DS. (ARANGSARI

2 RODIANIO PEKALONGAN 08/o8/ 1988 DS. KALIPANCUR

3 SUWONO PEKALONGAN $ loall97s DS. WANGANDOWO

WONOPRINGC,O 1 ABDUL KHAKM PEKAIONGAN ta/09l9a7 DS. WONORF-JO

ALFI HIDAYAT, SPd.I PEKAIONGAN 12lOr l19aO DS. GALANGPENG.AMPON

3 IMAM MUBIN PEK{LONGIN 23 /O3l r9A7 DS. JE'TAKKIDUL

KEDUNGWUNI BUDI UTOMO JAIARTA t5 /02/ 197a KEL, PEKAIANCAN

2 IVAN ARIFUDIN, S.Pd.I PEKALONGA^- 2A/02 /19A6 DS. PAJOMBLANC.AN

3 M. RIFDA UJZA PEKALONGAN 12/roll9aa KEL KEDUNGWUNI TIMUR

l4 BUARAN I ABDUL QHONI, S.A8 GROBOGAN t3lo4l 1976 DS, SIMBANG WE"TAN

2 ALFINA ZUI,FA PEKqI,oNGAN rsl04/r99s DS. PAWEDEN

3 MAHSUN PEI(ALONCAN oal091t976 DS. SIMBANG KULON

l5 TI RTO AFFAU\ FAJRUL FALAH PEKALONGAN 23l lrlr9at DS.SAMBOREJO

2 AHMAD HAFIDZ PEKAIONGAI{ 24 /Oalr9Ae DS, KARANGAI,IYAR

PATKHUDDIN, S.Pd.I PEKALONGA.II 2a/o7 / 1947 DS. PUCUNC

16. WIRADDSA I BAMBANG HARYAI\ITO PEKALONGAN 19los/ 197 s DS- BONDANSARI

2. MA1LMUR PEKALONGAN 29106l 1970 DS. KAUMAN

3 NUR LENA, SPd PEXAIONGAN 24/07 / r9a4 DS. KADIPATEN

t7 SIWALAN I AGUS MUJIAI{A PEMALANG 24105/ tgaa DS. TENCENGWE-TAN

RUSTTNAH PEKALONGAX 24l04l96e DS. DEPOK

3 SUPRIYANTO PEKAIONGAI\I 23 /03/ 1990 DS. BOYOTELUK

t2

l.

3.

2.

2.

13. l.

l.

3.



NO
PANITIA PEMILIHAN

KECAMI$AN
NA"VA TEMPAT, TANGGAL LAHIR ALAMAT

I 3 5

18. I A. BAHAUDDTN, M.Pd.I PEKALONGAN 17 lo4 / ,97a DS. KEBONSARI

2 AHMAD BAIHAQI, S.Pd.I PEKALONGAN 3r / ro 119 DS. KEBONSARI

3 MUHAMMAD I(HORUI- KHAI, PEKATONGA,\ ollot/rgaa DS. KARANGDADAP

woNoKErro 1 ACHMAT ROF'[ PEXALONGA]V 3O/O7 /r97s DS. WONOKEFTO WETAN

2 RIJWAKHIDI PEKALONGAN rs loT I ,9a2 DS. API-API

3 VITIA PERMATASARI PEKALONGAN 30/O9 /199t DS, API API

Ditetapkan di K4ea
pada tanggal 8 Maret 2018

sesuai dengan aslinya
MISI PEMILIHAN UMUM

PEKAIONGAN
Hukum

IN

KARANGDADAP

19.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKAIONGAN

ttd

MUDASIR



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PEKALONGAN

NOMOR : 13/HK.O3.Ot-Kpt/ 3326 I KPU-

KablrII/2Or8

TANGGAL: 8 MARET2018

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN DALAM

PEI.IYELENGGARAAN PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2OI9 DI KAEIUPATEN

PEKALONGAN

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan

yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan PPK;

b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;

c. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan

daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten;

d. menerima dan menyerahkal laporan daftar nama Pantarlih;

e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri
oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;

g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat

sertifi kat penghitungan suara ;

i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara

kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten;

j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



m melaksanaka-n tugas

perundang-undangan.

mengumpulkan hasil penghitungan
di wilayah kerjanya;

lain sesuai dengan ketentuan peraturan

n

o

p

suara dari seluruh TPS

melaksanalan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peratur:rn

perundang-undangan.

q. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dalam melakukan

pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;

r. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;

s. menindaklanjuti dengan segera temuan dan Laporan yang disampaikan oleh

Panwaslu Kecamatan;

t. men5rusun dan menyampaikan laporan pertanggungiawaban

pelalsanaan anggaran kepada KPU Kabupaten paling lama 45 (empat puluh

lima) Hari setelah pemungutan suara;

u. melaksanal<an kew4jiban lain yang diberitan oleh KPU, KPU Provinsi,

dan/atau KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

v. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ditetapkan di lkjen
pada tanggal 8 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKAT.ONGAN

MUDASIR
Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
N PEKALONGAN

b Ba grarr Hukum

/
AE}IDIN

ttd

S

I


